
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan 
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian 
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 
Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021; 

BUPATI BUTON UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR (p TAHUN 2021 

BUPATI BUTON UTARA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4690); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6349); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 6410); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lem baran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 199); 



15. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 266); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 83), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Pedoman 
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1261); 

20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi 
Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10); 

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2016 Nomor 6); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 13 
Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 13); 

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara 
Rahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2021 Nomor l); 

26. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Din as Pem berdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Buton Utara (Serita Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2016 Nomor 35); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

7. Sekretaris Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri 
atas unsur staf sekretariat desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) yang 
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 

8. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur 
pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. 

9. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa (Kepala Seksi sesuai 
dengan kebutuhan maksimal 3 seksi) sebagai pelaksana tugas operasional. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, 
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RlNCIAN DANA BAGI HASIL 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI 
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN : 

27. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buton Utara 
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 
Nomor 12); 

28. Peraturan Bupati Bu ton Utara Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38); 

29. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2); 



--------- 

Prin sip-prinsip pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Kabupaten kepada Desa adalah sebagai berikut: 
a. Pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa; 
b. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan 

penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui 
mekanisme APBDesa; 

Pasal 5 

Sasaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten 
kepada Desa adalah : 
a. Terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan desa dalam rangka 

mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerimtahan, pembangunan, 
pemberdayaan dan kemasyarakatan; dan 

b. Terbangunnya kinerja Pernerintahan Desa yang mampu melaksanakan 
semua urusan yang menjadi kewenangannya menuju pelaksanaan tata 
pemerintahan yang baik. 

Pasal 4 

Tujuan diberikannya bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten kepada Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan 
desa. 

Pasal 3 

Maksud diberikannya bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten kepada Desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan desa. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP 

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat 
seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 

11. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa 
untuk rnenerima, rnenyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
rnembayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut 
RPJMDesa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 6 (enam) Tahun. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) Tahun. 

14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang­ 
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 



( 1) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ditetapkan 10°/o (Sepuluh perseratus) dari realisasi 
penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

(2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: 
a. 60°/o (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; 

dan 
b. 40o/o (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional realisasi 

penerirnaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Desa 
masing-masing. 

BABY 
TATA CARA PENGHITUNGAN 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran rincian pengalokasian Dana Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Oesa di Kabupaten Buton Utara Tahun 
Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa 
dibayarkan setiap akhir tahun anggaran. 

Pasal 8 

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di 
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD 
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021, yang diambil dari pendapatan 
Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah. 

Pasal 7 

BAB IV 
PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN BESARAN 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. Penganggaran, Pengalokasian dan Besaran; 
b. Tata Cara Penghitungan; dan 
c. Penggunaan dan Pertanggungjawaban. 

Pasal 6 

BAB III 
RUANO LINGKUP 

c. Bagian dari basil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib dikelola secara 
transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonornis; dan 

d. Seluruh kegiatan yang bersumber dari bagian dari hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis 
dan hukum. 



- ~---- 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan 
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di 
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 12 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

( 1) Kegiatan yang didanai oleh Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil 
Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka 
dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta 
mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa. 

(2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah digunakan 
untuk: 
a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 
belanja tak terduga; 

b. Operasional Desa; dan 
c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi. 

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipertanggungjawaban secara 
administrasi, teknis dan hukum. 

(4) Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada 
Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. 

Pasal 11 

BAB VI 
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Keterangan : 
DBHPx : Dana Bagi Hasil Proposional yang diberikan kepada Desa x; 

(3) Pembagian 40°/o (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dihitung dengan rumus: 

I 
I 

I 
I 

I 

ReaJisasi Pajak + Retribusi dari Desa X 
DBHPx = Total Realisasi Pajak+ Retribusi dari Seluruh Desa 

I DBH = DBHM + DBIIP I 
Keterangan : 
DBH : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata 
DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proposional 



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 0 

PA,., 'J HUKUM 

ASS. ¥ 
SEKRETARIS DAERAU Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUTO UTARA, 

PARAF KOORDINASI 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggaJ I! -OJ..~ 2021 

H. ABU HASAN 

BUPATI BUTON UTARA, 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal IS- -o:i.- 2021 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

pengundangan 
Serita Daerah 

mengetahuinya, memerintahkan 
dengan penempatannya dalam 

Agar setiap orang 
Peraturan Bupati iru 

Kabupaten Buton Utara. 

Pasal 13 



1 KULi SU SU TRJWACUWACU 4,001,000 4,516 000 8 517,000 
2 KULISUSU WACULAEA 2.230,000 2517000 4.747 000 
3 KULISUSU E'ELAHAJI 4,961,000 5,601 000 10 562 000 
4 KULISUSU TOMOAHl 4,315,000 4 871 000 9 186 000 
5 KUL!SUSU KALJBU 3,136,000 3 540 000 6676 000 
6 KULJSUSU JAM PA KA 4,085,000 4,612 000 8 697 000 
7 KULISUSU LOJI 3,155,000 3 561 000 6 716,000 
8 KULISUSU LJNSOWU 3,335,000 3 765 000 7 100,000 

KULISUSU ROM BO 1,707,000 1,927 000 3 634,000 
IWI,ISUSU WASALABOSE 3,252,000 3 671 000 6 923.000 

11 KULISUSU MAI.AI.ANDA 2,048,000 2 312 000 4 360000 
12 KULISUSU LEMO'EA 2,695,000 3 042 000 5 737 000 
13 KULISUSU LANTAGI 2,002,000 2260 000 4 262,000 
14 KULIS USU LAANGKE 2,304.000 2 601 000 4 905 000 
15 KULISUSU KADACUA 2,859,000 3,227 000 6 086,000 
16 KULISUSU BANU BA.'WAJAYA 2,122,000 2 395 000 4517000 
17 KAMBOWA BUBU 3,564,000 4 023 000 7 587,000 
18 KAMBOWA LAHU~OKO 2,706,000 3 055 000 5 761 000 
19 KAMBOWA MORINDINO 3,459,000 3 905 000 7 364,000 
20 MMBOWA PONGKOWULU 3,407,000 3 846 000 7 253 000 
21 KAMBOWA L.AGUNDI 3,838,000 4 332 000 8 170,000 
22 KAMBOWA KONO~ 2,281,000 2,575 000 4 856 000 
23 KAMBOWA MATA 2,901,000 3 275 000 6 176 000 
24 KAMBOWA BUBU BARAT 3,169,000 3 577 000 6 746000 
25 KAMBOWA BENTE 2,177,000 2,457 000 4 634,000 
26 KAMBOWA BALUARA 2,568,000 2 80Q 000 5 467 000 
2 ~NEGUNU GUNUNG SARI 3,184,000 3 594 000 6 778 000 
2_ ::>NEGUNU RONTA 2,265,000 2,557 000 4 822 000 
29 BONEGUNU WAODE ANGKALO 3,679,000 4 153 000 7 832 000 
30 BONEGUNU LANGE RE 2, 180,000 2461.000 4 641 000 
31 BONEOUNU KOEPISINO 2,280,000 2 574 000 4 854,000 
32 BONEGUNU WAODE KALOWO 2.262,000 2 554 000 4 816,000 
33 BONEGUNU LAANO IP! 2,389,000 2,697 000 5 086 000 
34 BONEGUNU EENSUMALA 2,578,000 2,910 000 5 488000 
35 BONEGUNU TATOM BULi 2,377,000 2 683 000 5 060 000 
36 BONEGUNU RANTE GOLA 2,066,000 2 333 000 4 399 000 
37 BONEGUNU NGAPA'EA 2,446,000 2,762 000 5 208,000 
38 BONEGUNIJ KOBO~U~O 2,117,000 2 390 000 4 507 000 
39 BONEOUNU DAMA! LABORONA 1,706,000 1925 000 3 631 000 
40 KULISUSU BARAT KOTAWO 2.559.000 2,888 000 5 447 000 
41 KULISUSU BARAT KARYA BHAKTI 2,875,000 3 246 000 6 121 000 
42 KULISUSU BARAT MARGAKARYA 5,359,000 6 049 000 11408000 
43 KULISUSU BARAT KASULATOMBI 2,591,000 2,925 000 5 516,000 
44 KULJSUSU BARAT DAM PAL.A JAY.A. 2,757,000 3,113 000 5 870 000 
45 KULJSUSU BARAT RAHMATBARU 2,287,000 2 581 000 4 868,000 
46 KULISUSU BARAT SOLOY AGUNG 1,704,000 1925000 3 629 000 
47 KULISUSU BARAT BUMI LAPERO 3,008,000 3,396 000 6 404 000 
48 KULISUSU BARAT KARYA MULYA 1,706,000 1925000 3 631 000 
49 KULJSUSU BARAT LAM BALE 2,085,000 2 354 000 4 439 000 
50 KULISUSU BARAT LAPANDEWA 3,469,000 3916000 7 385,000 
51 KULISUSU BARAT L.AUKI 2,203,000 2 487 000 4 690 000 
52 Kt.:LISUSIJ BARAT MEKARJAYA 4,100,000 4628 000 8 728 000 
53 KULJSUSU BARAT LABULANDA 1,730,000 1953000 3 683,000 

-- -- --- -- 

No. Kecamatan Nama Desa Dana Bagi Hull Pajak Dana Bagi Hull Total Bagi Hasll Pajak 

Per Deaa Retrlbual Per Desa dan RetrlbWII Daerab 
yang dlterlma doau 

(l) (2} (3) (SJ {6} (19)=/4) • (I} 

TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA BAGI BASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2021. 

TENT ANG 

: PERATURAN BUPATJ BUTON UTARA 
NOMOR h ,AHUN 2021 
TANGGAL lb - OJ. - .2021 

LAMPI RAN 



I I. ABU HASAN 

B ,. 

PARAF KOORDINASI 

SCH T\RIS DAERAH 

ASS 

13UPAT1 BUTON UTARA, 

54 KULISUSU UTARA KORO!.Al3U 2,432,000 2 746 000 5 178000 
55 KULISUSU UTARA TOROMBlA 2,376,000 2682 000 5 058 000 
56 KULISUSU UTARA LAMOAHI 2,293,000 2 588000 4 881 000 
Si KUUSUSU l-'TARA LANOSA NOIA 3,036,000 3 428,000 6,464 000 
58 KUUSUSU UTARA PEBAOA 2,653,000 3 220 000 6 Oi3 000 
59 KULISUSU UTARA PETl:.,EA'A 4,241,000 4 787 000 9 028000 
60 KULISUSU li'TAR.&. LELAMO 2,643,000 2 984 000 5 627 000 
61 KULISUSU UTARA WAODEBURI 3,808,000 4 298 000 8 106 000 
62 Kt.:LISUSU LrrARA ULLi NAMl30 2,(llb,000 3 292 000 6 208 000 
63 KULJSUSU UTARA BIRA 2,378,000 2 684 000 5,062 000 
64 KULISUSI.: LTARA ~-~t<INERE 2,159,000 2437 000 4 596000 
65 KUUSUSU UTARA LABELl:<::TE 2,874,000 3 245000 6 119 000 
66 KULISUSU UTARA WAMBOULE 2,713,000 3 062 000 5 775000 
67 KULISUSU UTARA WOWO!IIGA JAYA 2,278,000 2 571 000 4 849 000 
68 WAKORU'.\18A UTARA 1.ASIWA 2,792,000 3 151 000 5943 000 
69 WAKORUMBA UTARA l.AEA 3,244,000 3,662 000 6 906.000 
70 WAKORUMBA UTARA MATA LAG I 4,457,000 5 031 000 9 488 000 .... WAKORUMBA UTARA WANTUl.ASI 4,922,000 5 555 800 10 477 800 

W\KOl<LiMBA UTARA I.A.Bl ,\N UAJO 2,930,000 3 308 000 6 238 000 
73 WAKORUMBA UTARA l.ABAl~GA 2,558,000 2 887 000 5 445.000 
74 Y.ii\KOi.!UMBA UTARA WAMC>RAPA 2,292,000 2 587 000 4 879 000 
75 WAKORUMBA UTARA SU MAM PENO 2,431,000 2,744 000 5 175 000 
76 w AKORUMBA UTARA OENGKAPALA 2,748,000 3 102 000 5 850000 
77 WAKORUMBA UTARA LABUKO 2,391,000 2 699 000 5 090 000 

No. Kccamataa Nama Doaa Dana Baai tluU Pajak Dana Batl Hull Total Bagi Hull Pajak 

Per Oma Retribw;I Per Desa dan Retribusi 011.Cn.h 
yana ditcrlma dcau 

{lJ (1) (3} (5) (6) (19}• (4) + (1) 


